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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin
1 | Tidakdilambangkan | 16 b t
2 < B 17 h 4
3 & T 18 [ .
4 & S 19 & G
5 d J 20 [ F
6 d H 21 & Q
7 ¢ Kh 22 4 K
8 3 D 23 J L
9 3 Z 24 a M

10 J R 25 ) N

11 J Z 26 3 W

12 o S 27 ® H

13 i Sy 28 & ’
14 ol S 29 o Y
15 ua D - - .

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u
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b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Gabungan
Huruf Nama Huruf
e Fathah dan ya ai
5 Fathah dan wau Au
Contoh:
SRS - kaifa
Jsa : haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHruf Nama HurufdanTanda
% Fathah dan Alif atau ya A
SO Kasrah dan ya 1
e Dammah dan wau il

Contoh:

J8 s qala

=y) I rama

Ja > qila

J38 : yaqiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:
a. TaMarbutah (3) hidup

Ta marbutah (3) yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah t.
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b. Ta Marbutah (3) mati
Ta Marbutah (3) yang mati atau yang mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah (3) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta Marbutah(?) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Dkl Ay : raudah al-atfal / raudatul arfal
3 34l) daall - al-Madinah al-Munawwarah/ al-
MadinatulMunawwarah
aall : Talhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis
sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Me
sir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
(BMK) yang terletak di Jalan Malem Dagang No. 40 Gp. Keudah
Kutaraja Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan
tempat pemungutan zakat pada intinya untuk mensejahterakan dalam
bidang sosial ekonomi serta untuk membangun perekonomian sektor
ekonomi lemah. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana Realisasi Nomor Pokok wajib Zakat (NPWZ) di
Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah mengamati lebih lanjut tentang
Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat, penulis tidak melihat adanya
kesenjangan antara teori dan praktiknya. Berdasarkan hasil pengamatan,
realisasi nomor pokok wajib zakat berjalan sesuai dengan Perwal No. 32
tahun 2015. Hal ini menjadi bukti bahwa realisasi Nomor Pokok Wajib
Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan prinsip Syari’ah.
Nomor Pokok Wajib Zakat yang berfungsi sebagai nomor identitas
seorang muzakki dan mempermudah muzakki membayarkan zakat, infaq
dan shadagah. Selain itu, muzakki dapat mudah mengonfirmasi
pembayaran, mendapatkan slip laporan penerima zakat, dan lain
sebagainya. Pengembangan dan perealisasian terus menerus terhadap
sistem NPWZ untuk mengoptimalkan potensi zakat, mengingat program
ini akan sukses ketika muzakki percaya dan merasa nyaman dengan
adanya program Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat.
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BAB EMPAT
PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari uraian kajian tentang Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat
dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat, dalam bab terakhir ini penulis
menarik kesimpulan antara lain:

1. Sejak tahun 2010, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang
berfungsi sebagai nomor identitas seorang muzakki dan
mempermudah muzakki membayarkan zakat, infag dan
shadagah. Selain itu, muzakki dapat mudah mengonfirmasi
pembayaran, mendapatkan slip laporan penerima zakat, dan lain
sebagainya. Pemilik kartu NPWZ dapat mengakses pelayanan
zakat kapan pun dan dimana pun, tanpa harus mendatangani
tempat penyetoran zakat seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh.
Untuk melakukan pembayaran Zakat, Infaq dan Shadagah (ZIS)
melalui kartu NPWZ dapat ditransfer via Bank atau ATM
dengan menyertakan nomor NPWZ yang telah tertera pada
kartu tersebut.

2. Dengan adanya sistem ini, kepercayaan masyarakat dalam
menyetor zakat pada Baitul Mal akan lebih terjaga dan akan
meningkat potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
Jadi, dengan adanya sistem pembayaran ZIS seperti ini muzakki
akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu:

e Dapat memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya
sebagai kewajiban seorang muslim, dan

o Dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan.



4.2 Saran

Dari hasil kerja praktik ini penulis dapat mengetahui sejauh mana
kesiapan Baitul Mal dalam melaksanakan realisasi nomor pokok wajib
zakat ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyarankan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan Baitul Mal yang lebih handal dan
terpercaya maka diperlukan usaha yang lebih dalam hal
pelayanan muzakki dan mustahik agar mereka merasa dihargai
walaupun datang hanya untuk meminta bantuan.

2. Pengembangan dan perealisasian terus menerus terhadap sistem
NPWZ untuk mengoptimalkan potensi zakat, mengingat
program ini akan sukses ketika muzakki percaya dan merasa
nyaman dengan adanya program Kartu Nomor Pokok Wajib
Zakat.



BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai rahmatal lil’alamin telah menyediakan instrumen
dalam masalah ekonomi manusia. Salah satu instrumen penting dalam
ekonomi Islam adalah zakat, yaitu memberikan sebagian harta yang telah
sampai nisab kepada fakir dan seumpamanya dengan syarat tidak ada
larangan syarak yang melarang untuk diberikan kepadanya. Zakat juga
merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan
harta dan kondisi sosial. Tujuan zakat adalah untuk menyempurnakan
(mensucikan) ibadah-ibadah seorang muslim. Secara substantif, zakat
adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat
pemerataan pendapatan (Lembaga Naskah Aceh, 2012:1).

Zakat memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, secara
vertikal zakat merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah,
sementara secara horizontal zakat merupakan kewajiban sosial yang
dibebankan Allah untuk kebaikan hidup manusia (Hidayat, 2010: 1).
Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat
berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi seperti mencegah
diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk
keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas
kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap
golongan yang lebih lemah. Pembentukan keshalihan pribadi dan
keshalihan dalam sistem masyarakat inilah salah satu tujuan
diturunkannya Risalah Islam sebagai rahmatallil ‘alamin oleh Allah

SWT kepada manusia.



Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup
tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan.
Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan
manusia adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali.
Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia membutuhkan
antara satu dengan lainnya. Masalah zakat sangatlah penting untuk dikaji
sebagai salah satu potensi dana yang sangat besar guna memecahkan
berbagai masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini, terutama
menyangkut masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam
masyarakat.

Zakat sendiri sesungguhnya sangat potensial bagi penggalangan
dana. Namun dalam kenyataannya zakat belum secara maksimal dapat di
optimalkan dalam hal meningkatkan potensi masyarakat, hal ini
disebabkan beberapa kendala, boleh jadi masyarakat kurang mendapat
informasi mengenai hal ini maupun kurang maksimalnya dalam hal
pengumpulan dana zakat dan tidak profesionalisme lembaga zakat dalam
pengelolaan zakat.

Pada prinsipnya Islam memperboleh seseorang langsung
membagikan sendiri zakatnya kepada para mustahik (yang menerima
zakat) dengan syarat para mustahik adalah orang-orang yang disebutkan
kriterianya dalam Al-Qur’an surahAt-Taubah ayat 60 yang menjelaskan,
bahwa zakat itu hanyalah untuk oang-orang fakir, orang miskin, amil
zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah
dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari
Allah.



Namun sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga tuntunan
Nabi Muhammad SAW bahwa lebih utama zakat disalurkan lewat
lembaga zakat yang professional dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar
distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan
zakat pada mustahik tertentu (Fakhruddin, 2008: 193-194). Sedangkan,
sekarang Indonesia mempunyai satu badan dibawah Pemerintah yang
khususnya mengelola dan menyalurkan Zakat, Infag, dan Shadagah(ZI1S)
secara Nasional. Lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional
atau sering disebut dengan BAZNAS.

Aceh yang memiliki kekhususan berdasarkan UUPA (Undang-
Undang Pemerintah Aceh) yang merupakan realisasi dari MoU Helsinki
(Momarandum of Understanding) mengamanatkan pembentukan Baitul
Mal yang mengelola ZIS dan harta agama. Pembentukan Baitul Mal
Sampai ketingkat Gampong memiliki regulasi yang kuat sesuai dengan
Qanun no 10 tahun 2007. Zakat merupakan salah satu bagian dari
pelaksaan syari’at Islam di Aceh.!

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(UUPA) No. 11 tahun 2006 terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan
zakat yaitu sebagai berikut: Pasal 180 ayat (1) huruf d menyebutkan:
“Zakat merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah (PAD) Aceh
dan PAD Kabupaten/Kota”, Pasal 191 menyebutkan: “Zakat, harta wakaf,
dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Qanun” lalu dalam Pasal 192
menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah
Pajak Penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak.” Mengapa demikian?

karena zakat telah termasuk dalam salah satu sumber Penerimaan Daerah

! Wawancara dengan Syawaluddin, S.Pd.I Bagian Penyuluh dan
Pengumpulan Zakat, pada tanggal 10 Maret di Banda Aceh.



sebagaimana yang terdapat dalam UUPA maka memerlukan turunan
yaitu Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Baitul
Mal merupakan lembaga daerah Non Struktural yang diberi kewenangan
mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama. Tujuannya
adalah untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas
terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap
harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari’at Islam (Qanun
Aceh no.10 tentang Baitul Mal).

Saat ini, peran Baitul Mal lebih berorientasi pada pengelolaan harta
zakat ke sektor konsumtif. Artinya hanya berfungsi sebagai penghimpun
dan penyalur dana kepada mustahik. Padahal ganun tersebut telah
menyiratkan bahwa peran Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai
pengelola, tapi juga mengembangkan zakat tersebut. Dalam hal ini, upaya
pengembangan zakat menjadi sesuatu yang penting dimana zakat tidak
hanya untuk kebutuhan konsumtif, namun juga dapat diarahkan kepada
pengelolaan zakat yang lebih produktif. Sehingga harta tersebut tidak
dihabiskan seluruhnya untuk keperluan konsumtif, tetapi juga dapat
dikembangkan menjadi suatu modal usaha untuk dimanfaatkan lebih luas
dalam proses pengembangan ekonomi umat secara menyeluruh.

Sejak tahun 2010, Badan Amil Zakat Nasional mengeluarkan
Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang berfungsi sebagai nomor
identitas seorang Muzakki (yang memberi zakat) dan mempermudah
Muzakki membayarkan Zakat, Infaq, dan Shadagah. Selain itu, Muzakki
dapat mudah mengonfirmasi pembayaran, mendapatkan slip laporan
penerimaan zakat, dan lain-lain. Baitul Mal Kota juga menggunakan
aplikasi NPWZ dalam rangka optimalisasi ZIS dengan tertata dan mudah

melakukan mencari Muzakki lengkap dengan datanya.



Pemilik kartu NPWZ ini dapat mengakses pelayanan pembayaran
zakat kapan pun dan dimana pun tanpa harus mendatangani gerai
BAZNAS. Dengan cara jika ingin membayar ZIS dapat ditransfer via
Bank atau ATM dengan menyertakan nomor NPWZ. Setelah transaksi,
muzakki akan dapat balasan otomatis yang memberitahukan bahwa uang
ZI1S yang telah dibayarkan telah masuk ke rekening BAZNAS. Muzakki
yang memiliki NPWZ juga akan memperoleh bukti setor zakat yang bisa
digunakan sebagai pengurang penghasil kena pajak.

Jadi untuk memudahkan dalam pembayaran dan pengelolaan zakat,
maka dibutuhkannya nomor pokok wajib zakat untuk meningkatkan
potensi zakat, baik di masyarakat maupun pada tempat pengelolaannya
(Baitul Mal Kota Banda Aceh). Berdasarkan dari uraian diatas, penulis
tertarik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dengan judul Laporan
Kerja Praktik: Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dalam
Rangka Optimalisasi Potensi Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.2 Tujuan Kerja Praktik
Adapun tujuan kerja praktik ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi Nomor Pokok
Wiaijib Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui manfaat Nomor Pokok Wajib Zakat dalam
Rangka Optimalisasi Potensi Zakat pada Baitul Mal Kota
Banda Aceh.



1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik sebagai berikut
Adapun kegunaan laporan kerja praktik ini adalah :

1. Bagi Khazanah llmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan
informasi tentang realisasi NPWZ dalam mengoptimalkan
potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. LKP ini juga
diharapkan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya
mahasiswa Diploma-I11 Perbankan Syariah.
2. Bagi Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan
pengetahuan dan penjelasan bagi khalayak luas mengenai
realisasi NPWZ dalam rangka optimalisasi potensi zakat pada
Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sehingga apabila masyarakat
sudah tahu, mereka akan memahami bagaimana penggunaan
NPWZ untuk mengoptimalkan potensi zakat pada Baitu Mal
Kota Banda Aceh.
3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan saran
bagi instansi yang terkait dengan judul LKP ini, diharapkan
dapat memberi masukan yang bersifat positif dalam hal realisasi
NPWZ untuk membantu meringankan pekerjaan staf atau
karyawan pada Baitul Mal Kota  Banda Aceh dalam

menjalankan sistem operasinya untuk menjadi lebih baik.



4. Bagi Penulis

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk menambah
pengetahuan mengenai realisasi NPWZ untuk mengoptimalkan
potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta
memberikan pengalaman dan wawasan yang luas dalam dunia
kerja dimana penulis bisa membandingkannya antara teori teori
yang dipelajari dengan teknis pelaksanaan Kerja Praktik selama

mengikuti job training.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi Laporan Kerja
Praktik ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu: bab
satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika
penulisan.

Bab dua, merupakan tinjauan lokasi kerja praktik menjelaskan
tentang sejarah singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh, visi misi dan tujuan
baitul mal kota Banda Aceh, struktur organisasi Baitul Mal kota banda
Aceh, kegiatannya yang termasuk didalamnya penghimpunan,
pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infag dan Shadagah (ZIS), dan
keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab tiga, merupakan bab inti yang menjelaskan hasil kegiatan kerja
praktik yaitu menjelaskan tentang kegiatan kerja praktik pada bagian
keuangan dan program. Bidang kerja praktik tentang realisasi NPWZ
dalam rangka optimalisasi potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda
Aceh. Teori yang berkaitan dengan kerja praktik: pengertian nomor

pokok wajib zakat, dasar hukum nomor pokok wajib zakat, data acuan



dasar nomor pokok wajib zakat, dan masa berlaku nomor pokok wajib
zakat. Kemudian yang terakhir dari bab tiga ini menjelaskan tentang
evaluasi kerja praktik.

Bab empat, merupakan bab penutup, dimana bab ini menjelaskan
beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dalam bab
ini juga dikemukakan beberapa saran yang di anggap perlu dan

bermanfaat.



BAB DUA
TINJAUAN LOKASI PRAKTIK
2.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan
WalikotaBanda Aceh No. 45.5/244/2004. Tanggal 1 Oktober 2004,
susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya
sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan
Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya sebagai Kepala Bidang
Pendistribusian.

Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik
pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh perdana, sebagai Badan
Independen yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam
beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT,
pada tanggal 26 Desember 2004, musibah Tsunami datang, sehingga
sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami
sampai mulai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat
apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam
pemasukan zakat. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah
berbenah kembali, melengkapi pengurus mencari kantor tempat bekerja
dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun
2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BPRR di Keudah.

Surat Walikota Pertama tentang pungutan zakat adalah No:
PEG.800/2488/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran
pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda
Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004.

! Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 tanggal 1
Oktober 2004



Pada tahun 2005 yang merupakan tahun perdana pemasukan Zakat dan
Infaq diperoleh hanya sebesar Rp. 101.874.950 (perdana).

Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota
Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No. 1/INTR/2006
Tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan zakat gaji bagi PNS yang
sampai nishab dan yang belum sampai nishab membayar Infaq sebesar
1% dengan adanya Intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan
Zakat dan Infag tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana
intruksi ini bersifat sukarela. Lahirnya Qanun Aceh No: 10 Tahun 2007
maka, kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi
hukum. Demikian pula pemasukan zakat terus meningkat hingga tahun
2007 pemasukan Zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,-. Pada
tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah
yang yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,-

Berdasarkan pada Qanun No: 10 tahun 2007 maka Walikota Banda
Aceh Tahun 2008 mengeluarkan tiga buah intruksi:

a. Intruksi Walikota Banda Aceh No: 1/INSTR/2008 Tanggal 24
Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat gaji/Penghasilan bagi
setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.

b. Intruksi Walikota Banda Aceh No: 2/INSTR/2008 Tanggal 24
Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku
Ekonomi/Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.

c. Intruksi Walikota Banda Aceh No: 3/INSTR/2008 Tanggal 31
Juli 2008 tentang Pemungutan Zakat dan Infag Honorium pada
Non PNS dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

2.1.1. Visi dan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh
Adapun visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya
ummat yang sadar Zakat, Pengelola yang Amanah dan Mustahik yang

Sejahtera”.



Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah memberikan pelayanan
yang prima kepada Muzakki dan Mustahik. Kemudian mewujudkan
sistem pengelolaan Zakat yang transparan dan akuntabilitasi, memberikan
konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang
membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan ummat,
khusunya kaum dhuafa. Selanjutnya meningkatkan kesadaran ummat
dalam melaksanakan kewajiban zakat serta melakukan pembinaan yang

continue terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.?

2.1.2. Tujuan pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas
melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat,
Infag, Shadagah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota
Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota
Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.

2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.

3. Pendataan dan pengelolaan harta wagaf dan harta agama.

4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.

5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan
zakat, harta wakaf dan agama produktif.

6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf
dan harta agama produktif.

7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasin Klasifikasi terhadap
pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian
sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

10. Pelaksaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui
pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah
Syari’ah.

2 Banner Baitul Mal Kota Banda Aceh, Visi dan Misi.



11. Pelaksaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait

lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta
agama.

12. Pelaksaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Baitul Mal Kota Banda

Aceh mempunyai wewenang:

1
2.
3.
4

o

Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaa zakat.
Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.

Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali
nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali
pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum.

Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rkening
khusus Bendaharawan Umum Pemerintah Kota.

Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.

Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada
mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik
harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari’ah,
dan

Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk
meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan
prinsip saling menguntungkan.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh

maka diundangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010

Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang didalamnya

memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok

Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,



administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Lembaga Baitul Mal
Kota Banda Aceh.
Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, serta mendukung tugas Lembaga
Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menyusun Program Sekretariat Baitul Mal.

Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Program Baitul Mal.
Pelaksanaan Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul
Mal.

Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat
Baitul Mal.

Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan
teknologi.

Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam
lingkungan Sekretariat Baitul Mal.

Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian
penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
Pelaksaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait
lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi
sekretariat Baitul Mal.

Pelaksaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang

memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya



yang memiliki struktur organisasi yag melibatkan seluruh sumber daya
yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-
masing. Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan baik,
lancar, harmonis, dan saling bekerjasama dalam rangka pencapaian
tujuan lembaga tersebut.?

Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, memiliki susunan
organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal
Struktur Pengurus Pelaksanaan Baitul Mal terdiri dari: Ketua,
Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas
memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada
bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing dan bidang-bidang, terdiri atas:
a. Bidang Pengumpulan, membawabhi:
e Sub Bidang Inventarisasi
e Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi:
e Sub Bidang Pendistribusian
e Sub Bidang Pendayagunaan
¢. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi:
e Sub Bidang Sosialisasi
e Sub Bidang Pembinaan
d. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi:

e Sub Bidang Perwalian

% Profil Kepengurusan dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh,
Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.



e Sub Bidang Harta Agama

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal
Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pengumpulan:  mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat
yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan
penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: mempunyai tugas
melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan
asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat
islam.

c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan: mempunyai tugas
melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka
menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan
memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin
kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki dan pelaporan secara
berkala.

d. Bidang Perwalian: mempunyai tugas menjadi wali pengasuh
bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan
wali pengasuhbagi orang yang tidak cakap untuk melakukan
suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta
agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris
sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat
Struktur Sekretariat terdiri dari: Kepala Sekretariat, Kasubbag
Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan

Informasi dan Teknologi.



3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan

Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan

bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan

pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua (merangkap angota) sekretaris

dan Anggota. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan,

pembinaan dan pertimbangan syar’i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota

dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, infaq dan shadagah

serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

a.

Pelaksaan pemberian pengawasan syar’i kepada Baitul Mal
Kota.

Pelaksaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi
maupun advokasi syar’i yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban Baitul Mal Kota.

Pelaksaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq dan shadagah
serta harta agama lainnya.

Pelaksaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam
pengelolaan zakat, infag dan shadagah serta harta agama
lainnya.

Pelaksaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota

terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh



Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

KEPALA BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH

DEWAN
PENGAWAS
SAFWANI ZAINUN, S.Pd.1
KEPALA
KETUA SEKRETARIAT
BAITUL MAL
DR. H.Abdul Gani
| Zulkifli, SH
WAKIL KETUA
Tgk.H.Masrul Aidi KEPALA SUB KEPALA SUB KEPALA SUB
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Drs. Kardi . . ; ;
Yusniar Busyani, Syukri Fahmi,
T SH SE.Ak Niyyatinur, SHI
ANGGOTA
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
SOSIALISASI DAN PENDISTRIBUSIAN PENGUMPULAN PERWALIAN DAN
PEMBINAN DAN HARTA AGAMA
PENDAYAGUNAAN Marwidin Mustafa,
Awwaluddin, S.50s.1 Hasanuddin, S.HI
S.Pd,I,M.Pd.MML.S Husaini. S.HI
KEPALA SUB KEPALA SUB KEPALA SUB KEPALA SUB
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
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Drs. Musa A. Bakar Fitriani, S.HI Cut Fitriani, S.S Hijriana
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. Muhammad
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Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh



2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh
Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang

memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 8
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1.
2.

Mengurus dan mengelola zakat, wagaf dan harta agama lainnya.
Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan
zakat.

Melakukan sosialisasi zakat, wagaf dan harta agama lainnya.
Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasb,
wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu
terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan
hukum.

Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik
atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari’ah.
Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk
meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan

prinsip saling menguntungkan.*

Organisasi pengelolaan zakat dapat menerima dan megelola

berbagai jenis dana. Dengan demikian, diorganisasi pengelolaan zakat

terdapat berbagai jenis dana, diantaranya: dana zakat, dana infag/

shadagah, dana wagaf dan dana pengelola.

1.

Dana Zakat

Diambil dari

http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/1/profile,2017.



Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah  diserahkan kepada orang-orang Yyang berhak
menerimanya (Nuruddin, 2006: 06).

Dana Infag/Shadagah

Infag adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapat
(penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan
ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, akan tetapi infaq tidak
mengenal nisab (Djuwanda, 2006: 11).

Sedangkan Shadagah sama dengan infag, termasuk juga
hukum da